
2985-5624(2025), 3 (3): 191–201

https://jurnal.researchideas.org/index.php/kultura191

PERAN BAWASLU PADA PENCEGAHANMONEY POLITIC DALAM KONTEKS
PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Eka Rika Tumading1, Wenly R. J. Lolong2, Agustien C. Wereh3
Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum – Unive lrsitas Nelgelri Manado

Correspondence
Email: ekarikatumading70@gmail.com,
wenly.lolong@unima.ac.id,
agustien.wereh@unima.ac.id

No. Telp:

Submitted: 1 June 2025 Accepted: 9 June 2025 Published: 10 June 2025

ABSTRACT
This research was conducted with the aim of finding out the limitations of Bawaslu in preventing the
practice of monely politics in accordance with the laws and regulations as well as what mechanisms are
applied by Bawaslu in preventing the practice of monely politics during the election stage. The research
model used in this paper is a model that is commonly used in legal research. The research model used in
this research is the Normative Law Research Model. The results of this research indicate that in
preventing money politics in accordance with the regional election laws and regulations and Bawaslu's
regulations, Bawaslu has the authority to supervise the implementation of the campaign and also
supervise campaign funds because money politics often occurs during these times. Bawaslu also
implemented several melkanismel to prevent the occurrence of monely politics, as well as conducting
various activities to build public awareness to participate in terms of monitoring to prevent money politics.
Bawaslu has also established areas of money politics vulnerability that are considered prone to the
occurrence of criminal acts of money politics. For the enforcement of monely political violations,
Bawaslu cooperates with the Police and the Attorney General's Office through Selntra Gakkumdu which
is expected to be able to provide elfelk jelra to the perpetrators of monely politics.

Key Words : Bawaslu, Money Politic, Regional Head.

ABSTRAK
Pelnellitian ini dilakukan delngan tujuan melnge ltahui kelwelnangan dari Bawaslu dalam melncelgah praktik
monely politic selsuai delngan pelraturan pelrundang-undangan selrta melkanismel apa yang ditelrapkan olelh
Bawaslu dalam me lncelgah praktik monely politic sellama tahapan pelmilihan. Meltodel pelnellitian yang
digunakan dalam pelnulisan ini adalah meltodel yang selringa tau lazim digunakan dalam pelnellitian hukum.
Meltodel pelnellitian yang digunakan dalam pelnellitian ini adalah Meltodel Pelnellitian Hukum Normatif. Hasil
pelnellitian ini melnujukan bahwa dalam melncelgah politik uang selsuai delngan Pelraturan pelrundang-
undangan pilkada dan pelraturan Bawaslu, Bawaslu melmpunyai ke lwelnagan untuk melngawasi
pellaksanaan kampanyel dan juga me lngawasi dana kampanyel karelna politik uang kelrap telrjadi pada masa-
masa telrselbut. Bawaslu juga melnelrapkan belbelrapa melkanisme l untuk me lncelgah telrjadinya monely politic,
selpelrti mellakukan belrbagai ke lgiatan untuk melmbangun kelsadaran masyarakat agar ikut belrpartisipasi
dalam hal pelngawasan untuk melncelgah politik uang. Bawaslu juga melmeltakan daelrah potelnsi ke lrawanan
politk uang yang dianggap rawan selring telrjadi tindak pidana politik uang. Untuk pelnindakan pellanggaran
monely politic belke lrja sama delngan Kelpolisisan dan Keljaksaan me llalui Selntra Gakkumdu yang
diharapkan mampu melmbelrikan elfelk jelra ke lpada pellaku monely politic.

Kata Kunci: Bawaslu, Money Politic, Kepala Daerah.
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PENDAHULUAN

Nelgara Indonelsia melrupakan nelgara
hukum yang melmpunyai konstitusi yakni
Undang-Undang Dasar Nelgara Relpublik
Indonelsia 1945. Dua instrumeln politik
pelnting yang melnjadi kelbijakan, yakni
pelmilihan umum yang delmokratis dan
kelbijakan otonomi daelrah atau delselntralisasi
(delcelntralisation), di mana salah satu
langkah fundamelntal dalam kelbijakan
delselntralisasi adalah pellaksanaan pelmilihan
umum lokal untuk melmilih kelpala daelrah.
Pelnye llelnggaraan pelmilu nasional dan
pelmilu lokal atau pilkada adalah salah satu
indikator kelbelrhasilan delmokrasi dari
selbuah nelgara transisi selpelrti Indonelsia.

Pelmilihan Kelpala Daelrah adalah
sarana aktualisasi delmokrasi yang diakui
selcara lelgal di dalam konstitusi, Olelh selbab
itu pellaksanaan Pelmilukada di Indonelsia
adalah kelniscayaan. Delmokrasi melrupakan
selbuah belntuk pelmelrintahan yang telrbelntuk
karelna kelmauan rakyat dan belrtujuan untuk
melmelnuhi kelpelntingan rakyat itu selndiri.
Keltika muncul selbuah delmokrasi, maka
selgala hal belrasal dari rakyat, olelh rakyat,
dan untuk rakyat. Delmokrasi dapat telrwujud
karelna adanya pelnghormatan kelpada hak
asasi manusia yang melmbelrikan selbuah
suara untuk dapat melmilih mana yang baik
dan belnar. Nelgara Indonelsia adalah nelgara
delmokrasi belrasas Pancasila yang
melrupakan idelologi atau pandangan hidup
bangsa Indonelsia. Belrdasarkan Pancasila,
bangsa Indonelsia dapat dipelrsatukan dalam
kelhidupan belrnelgara dan belrmasyarakat.1

Seljak melnggunakan melkanismel

pelmilihan kelpala daelrah selcara langsung
melmang muncul banyak pelrsoalan. Di
antara pelrsoalan yang paling melnonjol:
melruyaknya praktik politik uang. Selbagai
selbuah pelrsoalan, seljak selmula tellah

1 Dedi Supriyadi, Perbandingan Fiqh Siyasah,
Pustaka Setia ,Bandung, 2007, hal. 196

dikelmukakan olelh banyak kalangan,
pelrsoalan politik uang dapat diminimalisasi
selkiranya partai politik melmiliki kontrol
yang keltat telrhadap pasangan calon yang
melrelka usung. Namun, pada faktanya, partai
selpelrti elnggan mellakukan langkah
pelnelrtiban. Bahkan, di titik-titik telrtelntu,
selbagian partai politik selpelrti melnikmati
praktik curang ini.2

Politik uang (Monely Politic)
melrupakan salah satu cara yang dilakukan
olelh selselorang atau selkellompok orang untuk
melnjatuhkan lawan politik delngan cara-cara
yang tidak belnar, tidak selsuai eltika,
belrbohong dan melnye lsatkan. Relgulasi yang
melngatur pilkada faktanya bellum mampu
melminimalisasi praktik politik uang dalam
pilkada.3 Sellain itu, tidak seldikit dari
pasangan calon belrkampanye l delngan cara
melmbelri janji kelpada rakyat selpelrti akan
dibelrangkatkan umrah gratis, akan
melmbantu rukun duka, melngratiskan pajak
bumi dan bangunan yang pada intinya
melrelka melngumbar janji untuk melngambil
hati rakyat.4

Belntuk monely politic pada saat
pelmilihan belragam, diantaranya adalah
pelmbelrian sumbangan baik belrupa barang
atau uang kelpada para kadelr tim suksels,
masyarakat dan kellompok telrtelntu,
melmbelrikan selmbako selcara langsung dari
rumah kel rumah, melmbelrikan sumbangan

2 Saldi Isra, Merampas Daulat Rakyat,
https://www.saldiisra.web.id/index.php/tulisan/artikel
-koran/11-artikelkompas/572-merampas-daulat-
rakyat.html, Diakses Pada Tanggal, 4 Februari 2025
3 Fitriyah, M. A. Fenomena Politik Uang dalam
Pilkada. Politika: Jurnal Ilmu Politik, 3(1), 5-14.
2012,
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/
view/4824, Diakses Pada Tanggal 4 Februari 2025
4 Asnawi, A. (2018). Penegakan Hukum Tindak
Pidana Politik Uang Pemilihan Umum Legislatif
pada Masa Kampanye di Kabupaten Serang. Jurnal
Hukum Mimbar Justitia, 2(2), 2018, Hlm 765-784.
https://www.neliti.com/id/publications/178379/,
Diakses Pada Tanggal 6 Maret 2025.

https://www.saldiisra.web.id/index.php/tulisan/artikel-koran/11-artikelkompas/572-merampas-daulat-rakyat.html
https://www.saldiisra.web.id/index.php/tulisan/artikel-koran/11-artikelkompas/572-merampas-daulat-rakyat.html
https://www.saldiisra.web.id/index.php/tulisan/artikel-koran/11-artikelkompas/572-merampas-daulat-rakyat.html
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/view/4824
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/view/4824
https://www.neliti.com/id/publications/178379/
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kelpada pelmuda karang taruna belrupa uang,
bola voli,melmbuat lapangan olaraga dan
lain-lain untuk melmpelrolelh dukungan dan
kelpelntingan dari kalangan pelmuda.

Maraknya politik uang telrselbut tidak
lelpas dari pelrselpsi masyarakat yang pelrmisif
atau telrbuka telrhadap politik uang itu.5 Pada
prosels delmokrasi di Indonelsia, telrmasuk
delmokrasi di lelvell akar rumput (pilkadels)
praktelk monely politics selmakin marak,
karelna dianggap selbagai suatu kelwajaran di
masyarakat karelna tidak pelka telrhadap
dampak yang ditimbulkan. Melrelka
melmbiarkannya karelna tidak melrasa bahwa
monely politic selcara normatif adalah
pelrilaku yang harus dijauhi.

Monely politic melrupakan felnomelna
yang tellah lama melnjadi pelrhatian dalam
kajian politik karna dampaknya melrusak
telrhadap kualitas delmokrasi. Selcara
seldelrhana monely politik didelfinisikan
selbagai praktik pelnggunaan sumbelr daya
finansial atau maelrial untuk melmpelngaruhi
kelputusan politik, telrutama dalam kontelks
pelmilihan. Delfinisi ini melncangkup
belrbagai belntu praktik yang belrtujuan untuk
melndapatkan dukungan politik melllui
pelmbelrian uang, barang, dan fasilitas
lainnya kelpada pelmilih atau aktor- aktor
politik delngan imbalan telrtelntu, baik iitu
selcara elksplisit maupun implisit. Praktik
monely politik melnciptakan rellasi kuasa
yang belrsifat transaksional, dimana suara
atau dukungan politik melnjadi komoditas
yang dipeljual bellikan.

Politik uang dapat melmbuat
pelmilih tidak lagi melmilih belrdasarkan
pelrtimbangan rasional, mellainkan hanya
belrdasarkan uang. Hal ini dapat
melnye lbabkan telrpilihnya pelmimpin yang
tidak belrkualitas.Sellain itu, politik uang juga
dapat melningkatkan biaya pelmilu dan
korupsi. Para kandidat harus

5 Ibid, hlm 768,

melngelluarkan biaya yang belsar untuk
melmbelrikan uang kelpada pelmilih. Hal
ini dapatmelmbuat pelmilu melnjadi mahal
dan hanya dapat diikuti olelh kandidat yang
kaya. Para kandidat yang telrpilih delngan
melnggunakan politik uang celndelrung akan
melngelmbalikan uang yang tellah melrelka
kelluarkan delngan cara korupsi. Hal ini dapat
melnye lbabkan kelrusakan sistelm
pelmelrintahan.6

Dampak dari praktelk politik uang
dalam pilkada melnghasilkan pelmimpin
yang tidak belrkualitas, korup selrta
selringkali melngelliminasi kandidat yang
belrkualitas dan selcara umum politik uang
dapat melrusak tatanan delmokrasi. Olelh
karelnanya praktelk ini harus dicelgah. Dalam
rangka melncelgah politik uang guna
melnciptakan pilkada yang belrkualitas
dalam rangka stabilitas nasional, maka
kelbijaksanaan yang pelrlu diambil mellalui
langkah hukum dan langkah non-hukum.
Pelmilihan kelpala daelrah selharusnya
belrlangsung tanpa pelngaruh politik uang.
Hal ini tidak hanya dap melreldam ge ljolak
sosial dan politik, teltapi juga melmbelrikan
kelselmpatan bagi munculnya pelmimpin
daelrah yang belrkualitas. Pelmimpin yang
dimaksud adalah melrelka yang yang
melmiliki kelinginan dan kelcinaan yang
melndalam telrhadap masyarakat, kompelteln
dalam melnjalankan tugasnya, melmiliki
lelgitimasi dan konsituelnsi selrta melmupuk
selmangat tinggi yang didukung olelh
kelpelkaan telrhadap hati Nurani.7

6 Arqon, Mohammad, Danil Mustafa, and
Muhammad Gogon. "Pencegahan politik uang di
Indonesia." Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum 2.1, 2024,
Hlm 17.
https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/a
rticle/view/17. Diakses pada tanggal 6 maret 2025
7 M. Eza Helyatha,” Money Politik Pada Kepemiluan
Di Indonesia”, Sol Justicia 4.2, 2021, Hlm 110.
http://ojs.ukb.ac.id/index.php/sol/article/view/451.
Diakses Pada Tanggal 7 Februari 2025.

https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/17
https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/17
http://ojs.ukb.ac.id/index.php/sol/article/view/451
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Untuk itu dipelrlukan kelrangka upaya
untuk melwujudkan pilkada yang belrsih dan
belbas dari politik uang mellalui pelnguatan
pelnelgakan hukum olelh Bawaslu. Badan
Pelngawas Pelmilu (Bawaslu) selbagai
lelmbaga nelgara yang belrtanggung jawab
untuk mellakukan pelngawasan pelmilu juga
melmiliki tugas untuk melndorong tumbuh
kelmbangnya pelngawasan partisipatif,
telrmasuk di dalamnya mellakukan akrelditasi
lelmbaga pelmantau pelmilu.8

Pelran badan pelngawas pelmilu
(Bawaslu) dalam melncelgah politik uang
sangatlah pelnting untuk melnjamin
telrlaksananya pilkada yag adil dan tranparan,
selrta melnjaga intelgritas delmokrasi. Praktik
politik uang dapat melrusak keladilan dalam
pelsta delmokrasi delngan melnciptakan
keltidakseltaraan antara pelselrta, selrta
melmpelgaruhi kualitas kelbijakan yang
dihasilkan. Olelh kareln itu, Pelnelnlitian
melngelnai pelran Bawaslu sangat dibutuhkan
untuk melnge lvaluasi elfelktifitas pelngawasan
dan pelncelgahan telrhadap politik uang,
melngidelntifikasi tantangan yang dihadapi,
selrta melmbelrikan relkomelndasi guna
melmpelrbaiki melkanismel pelngawasan agar
lelbih proaktif dan transparan. Pelnellitian ini
juga belrpotelnsi melningkatkan kelsadaran
publik telntang dampak nelgativel politik uang
dan belrkontribusi dalam melncipakan pilkada
yang lelbih selhat dan belrmartabat, yang pada
akhirnya melndukung telrwujudnya
delmokrasi yang lelbih selhat dan belrkualitas.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana kelwelnangan Bawaslu
dalam melncelgah praktik Monely
Politic selsuai delngan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2020
telntang Pelneltapan Pelraturan
Pelmelrintah Pelngganti Undang-
Undang Nomor 2 tahun 2020 telntang

8 Bawaslu, Buku Saku Pemantauan Pemilihan Umum
2019, Jakarta, 2019, hal 2

Pelrubahan Keltiga Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015
telntang Pelneltapan Pelraturan
Pelngganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 telntang Pelmilihan
Gubelrnur, Bupati dan Walikota
Melnjadi Undang-Undang ?

2. Bagaimanakah melkanismel

pelngawasan yang ditelrapkan olelh
Bawaslu dalam melncelgah praktik
Monely Politic sellama tahapan
Pelmilihan kelpala daelrah ?

Tujuan Penelitian

1. Untuk Melngeltahui kelwelnangan
Bawaslu dalam melncelgah praktik
Monely Politic selsuai delngan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2020 telntang Pelneltapan Pelraturan
Pelmelrintah Pelngganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020
telntang Pelrubahan Keltiga Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 telntang Pelneltapan Pelraturan
Pelngganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 telntang Pelmilihan
Gubelrnur, Bupati dan Walikota
Melnjadi Undang-Undang.

2. Untuk Melngeltahui melkanismel

pelngawasan yang ditelrapkan
Bawaslu dalam Melncelgah Monely
Politic dalam Kontelks Pelmilihan
Kelpala Daelrah.

Manfaaat Penelitian

1. Selcara teloritis, pelnellitian ini belrguna
untuk melningkatkan pelmahaman,
pelnge ltahuan, dan wawasan pelnelliti
melngelnai kelwelnangan Bawaslu
dalam melncelgah praktik Monely
Politic selsuai delngan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2020
telntang Pelneltapan Pelraturan
Pelmelrintah Pelngganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020
telntang Pelrubahan Keltiga Atas
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 telntang Pelneltapan Pelraturan
Pelngganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 telntang Pelmilihan
Gubelrnur, Bupati dan Walikota
Melnjadi Undang-Undang, selrta
melmahami melkanismel pelngawasan
yang ditelrapkan olelh Bawaslu dalam
melncelgah praktik Monely Politic
sellama tahapan Pelmilihan kelpala
daelrah.

2. Selcara praktis, Pelnellitian ini dapat
dijadikan bahan acuan untuk
pelnellitian-pelnellitian sellanjutnya dan
turut melnyumbang ilmu pelngeltahuan
telrkait.

METODE PENELITIAN

Meltodel dan jelnis pelnellitian hukum
normativel (yuridis normatif) digunakan
dalam pelnulisan ini. Pelnellitian hukum
normatif adalah riselt yang belrkaitan delngan
pelmelriksaan meltodel hukum yang ditelmukan
dalam aturan pelnulisan pelrundang-undangan
telrtelntu. Metode yang dgunakan dalam
penulisan ini adalah metode yang sering dan
lazim digunakan dalam penelitian
hukum.metode penelitian yang digunakan
dalam enelitian ini adalah penelitian hukum
normatif. Metode penelitian ini diharapkan
dapat bermanfaat dan memperoleh hasil
yang baik.9

Sumber Data

Pelnulisan ini melmanfaatkan sumbelr
selpelrti buku, pandangan ilmiah, telori, dan
tulisan profelssional hukum yang belrkaitan
delnga apa yang ditelliti. Belbelrapa sumbelr

9 Gaol, Bastian Hamonangan Lumban, Agustien
Cherly Wereh, and Sam Saroinsong. "URGENSI
PARLIAMENTARY THRESHOLD (AMBANG
BATAS PARLEMEN) TERHADAP SISTEM
PRESIDENSIAL." Constituendum 2.1 (2022): 10-16.
https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/constituendum/
article/view/5434.

hukum dapat dikatelgorikan dari belbelrapa
katelgori selbagai sumbelr data yaitu :

a. Data primelr
Bahan hukum primelr melrujuk pada
sumbelr hukum yang melmpunyai
otoritas atau yang sah. Jelnis bahan
hukum ini melliputi pelraturan
pelrundang-undangan atau catatan
relsmi yang belrkaitan delngan prosels
pelmbelntukan pelrundang-undangan,
selrta kelputusan yang dikelluarkan
olelh hakim itu selndiri.10 Bahan
hukum Primelr dalam pelnellitian ini
adalah Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2020 Telntang Pelneltapan
Pelraturan Pelmelrintah Pelngganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2020 Telntang Pelrubahan Keltiga Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 Telntang Pelneltapan Pelraturan
Pelngganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 Telntang Pelmilihan
Gubelrnur, Bupati dan Walikota
Melnjadi Undang-Undang. Kelmudian
Pelraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun
2024 telntang Pelngawasan
Pelnye llelnggaraan Pelmilihan
Gubelrnur dan Wakil Gubelrnur ,
Bupati dan Wakil Bupati, Selrta
Walikota dan Wakil Walikota.

b. Data selkundelr
Bahan hukum selkundelr yang utama
adalah telks karelna buku telks belrisi
melngelnai Prinsip-pronsip dasar ilmu
hukum dan pandangan-pandangan
klasik para ahli dan para sarjana ilmu
hukum . bahan hukum selkundelr
telrdiri dari Buku-buku Ilmiah di
bidang Hukum, Makalah, Jurnal
ilmiah, Artikell ilmiah.

c. Data telrsielr

10 Peter Mahmud Marzuki, 2016, Penelitian Hukum,
Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Hlm 141.

https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/constituendum/article/view/5434
https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/constituendum/article/view/5434
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Bahan Hukum telrsielr adalah bahan
hukum yang melmbelrikan peltunjuk
maupun pelnjellasan telrhadap bahan
hukum primelr dan selkundelr. Dalam
pelnellitian ini bahan hukum telrsielr
yang digunakan yaitu situs intelrnelt
dan kamus.

Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum dari pelnellian ini yang
tellah dipelrole lh dan disusun selcara sistelmatis,
kelmudian dianalis delngan melnggunakan
analis kualitatif yaitu melnggunakan
pelmbahasan telrhadap bahan hukum yang
tellah didapat delngan melngacu pada
landasan teloritis yang ada.

Prosels ini melnelmpatkan konselpsi-
konselpsi hukum, baik kaidah-kaidah hukum
dalam pelrundang undangan, pelndapat para
ahli , prinsip-prinsip hukum dan
pelndoktrinan selcara sistelmatis selsuai
delngan pelrmasalahan yang elrat kaitannya
delngan pelnellitian yang dilakukan pelnelliti.

PEMBAHASAN

A. Wewenang Bawaslu Dalam Mencegah
Praktik Money Politic Sesuai Dengan
Undang-Undang Pemilihan Kepala
Daerah.

Politik uang (monely politic) dalam
Pelmilu dan Pilkada bukanlah hal yang
jarang telrjadi, teltapi bisa dibilang bahwa
politik uang ini sudah melnjadi tradisi turun-
telmurun atau suatu pelnyakit yang ada di
masyarakat yang muncul Keltika pelsta
delmokrasi diadakan dan sagat sulit untuk
dihilangkan atau dibelrantas. Politik uang ini
belrkelmbang dalam masyarakat di belrbagai
daelrah, pasangan calon yang mellakukan
monely politic melmbuat masyarakat
mellakukan praktik kotor delngan
melmbelrikan suaranya kelpada pasangan
calon telrselbut. Hal ini dapat melrusak
paradigma bangsa bahkan bisa melnjadi

dinasti politik karelna melnimbulkan
pelmimpin-pelmimpin yang tidak belrkualitas.

Adapun belntuk tugas, dan welwelnang
Bawaslu belrdasarkan Pasal 22B UU No. 10
Tahun 2016 yaitu:

1. Melnyusun dan melneltapkan
Pelraturan Bawaslu dan peldoman
telknis pelngawasan;

2. Melngoordinasikan dan melmantau
tahapan pelngawasan
pelnye llelnggaraan Pelmilihan;

3. Mellakukan elvaluasi pelngawasan
pelnye llelnggaraan Pelmilihan;

4. Melnelrima laporan hasil pelngawasan
pelnye llelnggaraan Pelmilihan; dan,

5. Melnelrima dan melnindaklanjuti
laporan atas tindakan pellanggaran
Pelmilihan;11

Badan Pelngawas Pelmilu (Bawaslu)
selbagai lelmbaga nelgara yang belrtanggung
jawab untuk mellakukan pelngawasan pelmilu
juga melmiliki tugas untuk melndorong
tumbuh kelmbangnya pelngawasan
partisipatif, telrmasuk di dalamnya
mellakukan akrelditasi lelmbaga pelmantau
pelmilu.12

Tugas dari bawaslu adalah mellakukan
pelncelgahan selrta pelnindakan telrhadap
pellanggaran yang selring telrjadi pada
tahapan pelmilu maupun pilkada, bawaslu
dikatakan lelbih celndelrung delkat jika
dikatakan mellakukan pelnelgakan pelmilu dan
pilkada telrkait delngan pelncelgahan. Bawaslu
melmpunyai tujuan melmastikan

11 Nugroho, Julian Anom Setyo, and Sri Hastuti
Puspitasari. "Pelaksanaan tugas badan pengawas
pemilihan umum (Bawaslu) kabupaten Purworejo
dalam mencegah pelanggaran Pemilihan Kepala
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020
Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 10 Tahun 2016." (2021). Hlm. 309
https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/35487.
Diakses Pada Tanggal 24 Maret 2025
12 Bawaslu, Buku Saku Pemantauan Pemilihan
Umum 2019, Jakarta, 2019, hal 2.

https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/35487
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telrsellelnggaranya pelmilihan selcara langsung,
belbas, rahasia, adil, umum dan belrkualitas
belrdasarkan pelraturan pelrundang-undangan
selcara melnye lluruh agar telrcipta pelmilihan
yang delmokratis, tranparansi,
pelnye llelnggaraan, melnelgakan intelgritas dan
akuntabilisasi pelmilihan.

Pada aturan telrkait delngan pelmilihan
kelpala daelrah, monely politic dikaitkan
delngan jual belli suara yang diatur dalam
Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2016 melnye lbutkan bahwa calon
ataupun tim kampanye l dilarang melnjanjikan
atapun melnye lrahkan uang ataupun matelri
lainnya guna melmpelngaruhi pelnye llelnggaraa
pelmilihan ataupun pelmilih. Masyarakat
dipelrlakukan sama di delpan hukum selrta
punya hak untuk belrsuara ataupun
melmpunyai hak untuk melmilih pada saat
pilkada belrlangsung.

Hak suara ataupun hak pilih sudah
selharusnya dipelrgunakan delngan baik selsuai
undanng-Undang yang belrlaku, bukan
malah selbaliknya yang digunakan untuk
kelpelntingan khusus selpelrti jual-belli suara
keltika pilkada belrlangsung selhingga telrus
melndorong politik uang itu belrkelmbang.
Pellanggaran yang telrjadi pada saat pilkada
belrlangsung ini dapat melnye lbabkan
telrpilihnya pelmimpin yang tidak baik dan
ujungnya akan melrelndahkan kualitas
masyarakat.

Belrdasarkan Undang-undang pilkada,
Bawaslu melmiliki mandatel yang jellas untuk
melncelgah dan melnindaklanjuti pellanggaran
monely Politic. UU ini melmbelrikan
kelwelnangan kelpada badan pelngawas pelmilu
untuk mellakukan pelngawasan melnye lluruh
sellama masa kampanye l. Pasal 1 ayat (16)
Pelraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024
melnyatakan bahwa pelncelgahan yang
dimaksud adalah Pelncelgahan adalah selgala
upaya melncelgah telrjadinya pellanggaran
Pelmilihan dan selngke lta Pelmilihan mellalui
tugas Pelngawasan olelh Pelngawas Pelmilihan

maupun delngan mellibatkan partisipasi
masyarakat selrta publikasi meldia.

Dalam Pasal 3 ayat (1) Pelrbawaslu
Nomor 6 Tahun 2024, Bawaslu Provinsi
melmpunyai kelwelnangan melncelgah politik
uang delngan mellakukan pelngawasan
telrhadap pelnye llelnggaraan Kampanye l.
Melngawasi pellaksanaan kampanye l juga
melrupakan tugas dari Panwas Kabupateln
Kota dalam Pasal 30B UU Nomor 10 Tahun
2016 melnye lbutkan bahwa Bawaslu
melmpunyai welwelnang untuk melngawasi
tahapan pelnye llelnggaraan pelmilihan yaitu
kampanye l. Pada saat kampanyel belrlangsung
Bawaslu akan melngawasi jalan kampanye l

pada saat pelmiliahan baik itu kampanye l

selcara langsung, kampanye l sosial meldia dan
juga kampanye l massa. Bawaslu akan
melmastikan tidak ada pellanggaran yang
telrjadi telrhadap pelraturan kampanye l yang
sudah dibuat. jika telrbukti ditelmukan
pellanggaran monely politik maka bawaslu
akan melngingatkan calon kelpala daelrah atau
tim kampanyel untuk selgelra melnghe lntikan
pellanggara telrselbut dan melmbelrikan sanksi
selsuai delngan pelraturan pelrundang-
undangan yang belrlaku.

Pemilihan kepala daerah dari aspek
uregensi tidak hanya berkaitan erat dengan
kontestasi perebutan kekuasaan, tetapi juga
berkorelasi erat dengan pelaksanaan
kedaulatan rakyat. Pemilihan kepala daerah
secara langsung, rakyat dapat menentukan
pemimpinnya di daerahnya sehingga terjalin
hubungan era tantara kepala daerrah dengan
rakyat yang dapatt mendorong terwujudnya
pemerintahan daerah yang demokratis dan
partisipatif.13

13 Lolong, Wenly RJ, and Adensi Timomor.
"Criminal Potential at the Campaign in Local Leader
Elections in Indonesia." 3rd International Conference
on Social Sciences (ICSS 2020). Atlantis Press, 2020.
https://www.atlantis-press.com/proceedings/icss-
20/125945093.

https://www.atlantis-press.com/proceedings/icss-20/125945093
https://www.atlantis-press.com/proceedings/icss-20/125945093
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Bawaslu akan melnurunkan pelngawas
lapangan untuk melninjau selrta melmelriksa
bagaimana pasangan calon dan tim suksels
mellaksanakan kampanye l yang baik selsuai
delngan meltodel kampanye l maupun atribut
kampanye l delrta melngawasi matelri sosialisi
yang tidak melngandung unsur politik uang
yang dibelrikan pada saaat pellaksanaan
kampanye l apakah sudah selsuai delngan
keltelntuan yang tellah diteltapkan.

Pellaksanaan pelngawasan yang
dilakukan olelh bawaslu ini untuk melncelgah
dan melnindaklanjuti telrjadinya pellanggaran
politik uang, kampanyel telrsellubung selrta
kampanye l hitam. Melnjellang pelmungutan
suara pelmilihan dilaksanakan, Bawaslu akan
melningkatkan Pelngawasan delngan
mellakukan patrol pada saat malam hari
untuk melncelgah telrjadinya praktik politik
uang, kare lna selrangan fajar akan dilakukan
melnjellang pelmungutan suara yang
dilakukan pada saat malam atau dini hari
delngan cara melmbelrikan uang selcara diam-
diam pada saat selbellum pelmungutan suara.

Tidak hanya melngawasi pellaksanaan
kampanye l teltapi Bawaslu juga melngawasi
dana Kampanye l untuk melncelgah telrjadinya
politik uang selsuai delngan Pasal 3 ayat (2)
Pelraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024
Bawaslu Provinsi melmpunyai kelwelnangan
melngawasi pellaporan dana kampanye l.
Delngan melngawasi dana kampanye l, maka
Bawaslu dapat melmastikan dana telrselbut
tidak disalagunakan untuk kelpelntingan
telrtelntu selpelrti digunakan untuk melmbelli
suara masyarakat dan juga melmpelngaruhi
pilihan masyarakat . ini dapat melnjaga
intelgritas prosels delmokrasi melmastikan
bahwa pelmilihan belrrjalan delngan
selmelstinya dan hasilnya melncelrminkan
kelhelndak rakyat tampa mellibatkan monely
politik.

B. Mekanisme Pengawasan Yang
Diterapkan Oleh Bawaslu dalam
Mengatasi Praktik Money Politic

Selama Tahapan Pemilihan Kepala
Daerah.

Bawaslu selbagai suatu Le lmbaga
nelgara yang belrtanggung jawab mellakukan
pelngawasan pelmilihan dan belrupaya untuk
melndorong partisipasi masyarakat dalam
pelngawasan politik uang. Tujuan utama
bawaslu adalah melmastikan pelsta delmokrasi
selpelrti pelmilu dan pilkada disellelnggarakan
selcara belbas, adil, jujur, umum, belrkualitas
selrta selsuai delngan relgulasi yang ada selcara
melnye lluruh. Hal ini melrupakan upaya
bawaslu melwujutkan pelmilihan yang
delmokrais, selrta melnjaga intelgritas
pelmilihan.

Dalam mellakukan pelngawasan telrhadap
prosels pelmilihan kelpala daelrah, Bawaslu
selbagai Lelmbaga yang belrtugas melngawasi
pelmilu dan pelmilihan kelpala daelrah
melmpunyai pelran yang pelnting pada
pelncelgahan dan pelnindakan telrhadap politik
uang. Selbagaimana yang diatur dalam UU
pelmilu dan pelmilihan, Bawaslu dibelrikan
welwelnang untuk mellakukan pelngawasan
baik itu selcara langsung dan tidak langsung
telrhadap selgala belntuk pellanggaran yang
telrjadi sellama prosels pelmilu dan pelmilihan
belrlangsung.

Pelnanganan monely politic tidak hanya
dilakukan olelh Bawaslu mellainkan juga
harus didukung olelh pelran masyarakat.
Maraknya monely politic ini tidak lelpas dari
pandangan masyarakat yang primisi
melnganggap bahwa monely politic
melrupakan selsuatu yang wajar dilakukan
selhingga belrdampak pada rusaknya sustelm
delmokrasi yan didambakan olelh bangsa
Indonelsia.14

14 Rifai, Amzulian, Pola Politik Uang dalam
Pemilihan Kepala Daerah, Ghalia Indonesia, Jakarta,
2003, hlm. 228
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Melkanismel yang ditelrapkan bawaslu
dalam mellaksanakan pelngawasan pelmilihan
dilakukan selcara belrtingkat. Teldapat
tingkatan pusat, provinsi, Kabupateln/kota
hingga tingkat TPS . Tugas, welwelnang, dan
kelwajiban antara satu tingkat kel tingkat
lainnya belrbelda-belda. Pelrbeldaan telrselbut
telrrdapat pada lingkup tugas belrdasarkan
telmpat, yaitu nasional, provinsi,
kabupateln/kota, kelcamatan, Luar Nelge lri dan
TPS.

Dalam melncelgah telrjadinya monely
politik Bawaslu mellakukan belrbagai upaya
dan stratelgi, baik itu selcara prelvelntif
maupun relprelsif guna melngurangi telrjadinya
monely politic yang ada dalam lingkungan
masyarakat saat tahap pelmilu dan pelmilihan
kelpala daelrah. Adapun stratelgi yang
dilakukan olelh bawaslu :

Pelrtama, sosialisasi pelngawasan
partisipatif kelpada masyarakat. Dalam
melningkatkan partisipasi masyarakat untuk
melncelgah telrjadinya politik uang, bawaslu
selcara massif mellakukan sosialisasi delngan
telrjun langsung kel masyarakat ataupun
mellalui social meldia bawaslu belrupa:
Facelbook, Instagram dan Welbsidel Bawaslu.
Delngan adanya pelran masyarakat yang
sellalu belrsuara kritis maka hal ini akan
melmaksimalkan pelran bawaslu selndiri
dalam melngawasi politik uang saat
pelmilihan belrlangsung selhingga pelmilihan
yang belrrkualitas dapat telrwujud.

Keldua, pelmeltaan daelrah rawan monely
politic. Untuk melncelgah potelnsi
pellanggaran pelmilihan selpelrti politik uang
maka bawaslu melngidelntifikasi dan
melmeltakan potelnsi pellanggaran pelmilu dan
pelmilihan di wilayah Kabupateln/Kota,
pelmeltaan ini dilakukan agar Bawaslu dapat
melnelntukan zona mana saja yang dianggap
rawan akan telrjadinya politik uang.
Pelmeltaan ini dilakukan pada wilayah atau
delsa yang paling belrpotelnsi, dan
melngurangi gelraka-gelrakan curang dalam

pelmilihan selcelpat mungkin. Pelmeltaan
kelrawanan politik uang yang dilakukan olelh
Bawaslu elngan melngge lmbangkan indelks
kelrawana pelmilu (IKP) telmatik. Factor-
faktor yang melnjadi pelrtimbangan Bawaslu
dalam pelmeltaan daelra rawan ini selpelrti,
modus opelrandi politik uang, pellaku yang
telrlibat dalam praktik politik uang, modus
politik uang yang telridelntifikasi antara lain
pelmbelrian uang tunai belrupa langsung
maupun digital dan voucelr delngan imbalan
karelna melmilih calon yang mellakukan
praktik ini. Pellaku politik uang biasanya
melncangkup kandidat, tim suksels, apratur
sipil nelgara (asn), pelnye llelnggara ad hoc,
dan simpatisan atau pelndukung pelselrta
pelmilihan.15

Keltiga, kelrja sama dan fungsi Selntra
Gakkumdu dalam pelmbuktian mone ly politic.
Dalam pelnye llelngaraan pelmilu dan
pelmilihan kelpala daelrah Selntra Gakkumdu
diharapkan dapat melmbelri nilai intelgritas
dalam pelnye llelnggaraan yang dilaksanakan
dalam kontelks pelmbuktian monely politic.
Gakkumdu melmiliki pelran pelnting didalam
mellakukan dan melnelgakkan hukum telrkait
delngan pellanggaran pelmilu, salah satunya
adalah monely politic. Gakkumdu selndiri
telrdiri dari unsur Kelpolisian, Keljaksaan dan
Bawaslu. Selrta melmiliki kelwelnangan dalam
mellakukan pelnyidikan dan pelnye llidikan
telrhadap dugaan praktelk ppolitik uang.

Gakkumdu juga belrtanggungjawab
dalam pelmbuktian adanya politik uang
dalam prosels pelmilihan. Olelh selbab itu,
pelran dan fungsi dari Gakkumdu sangat
pelnting dalam mellakukan pelmbelrantasan
telrrhadap politik uang. Upaya relrelsif yang
dilakukan olelh Gakkumdu melrupakan upaya
melnanggulangi keljahatan selpelrti
pelnindakan, pelmbelrantasan dan
pelnumpasan politik uang. Mellalui
pelnindakan diharapkan dapa melmbelrikan

15Diakses pada
https://www.bawaslu.go.id/en/node/8493.

https://www.bawaslu.go.id/en/node/8493
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elfelk jelra telhadap pellaku politik uang selrta
melmuselnculkan rasa takut pada masyarakat
agar tidak mellakukan pelrbuatan mellanggar
hukum telrselbut.16

KESIMPULAN

1. Selsuai delngan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2016 telntang
Pelrubahan Keldua Atas Undang-
Undang Nomor 2015 telntang
Pelneltapan Pelraturan Pelmelrintah
Pelngganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 telntang Pelmilihan
Gubelrnur, Bupati dan Walikota
Melnjadi Undang-Undang selrta
Pelraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun
2024 telntang Pelngawasan
Pelnye llelnggaraan Pelmilihan
Gubelrnur dan Wakil Gubelrnur ,
Bupati dan Wakil Bupati, Selrta
Walikota dan Wakil Walikota,
Bawaslu melmpunyai belbelrapa
kelwelnangan dalam
melnye llelnggarakan pelmilihan.
Namun dalam melncelgah praktik
monely politic yang melngacu pada
relgulasi diatas, Bawaslu dibelrikan
kelwelnangan dalam melngawasi
pelnye llelnggaraan pellaksanaan
kampanye l karelna pada saat
pelmilihan belrlangsung, masa
kampanye l melrupakan masa yang
paling stratelgis dalam
melmpelngaruhi pelmilih untuk
melmbelrikan suaranya, masa
kampanye l melmbelrikan pelluang
telrbaik bagi pellaku monely politic
untuk melmpelngaruhi pelmilih delngan
mellakukan praktelk politik uang agar
mampu melmbelli suara pelmilih,

16 Kushartawan, Patih, Ida Surya, and Ashari Ashari.
"Fungsi Bawaslu dalam Mencegah Money Politic
pada Proses Pemilu 2024 di Kabupaten Sumbawa
(Studi di Bawaslu Kabupaten Sumbawa)." Jurnal
Diskresi 3.1 (2024). Hlm 47-48.
https://journal.unram.ac.id/index.php/diskresi/article/
view/5071. Diakses Pada Tanggal 29 April 2025.

sellain itu juga Bawaslu dibelrikan
kelwelnangan untuk melngawasi dana
kampanye l untuk melmastikan bahwa
dana telrselbut tidak digunakan untuk
melmbelli dan melmpelngaruhi suara
pelmilih. Olelh karelna itu sangat
pelnting pelran dari Bawaslu untuk
melngawasi pellaksanaan kampanye l

dan dana kampanye l agar melncelgah
telrjadinya politik uang.

2. Dalam mellakukan pelngawasan
telrhadap prosels pelmilihan, Bawaslu
selbagai lelmbaga yang belrtugas
melngawasi pelmilu dan pelmilihan
kelpala daelrah melmpunyai pelran
yang pelnting pada pelncelgahan dan
pelnindakan telrhadap politik uang.
Pelngawasan yang dilakukan
Bawaslu dalam hal pelrelncanaan
pelngawasan, Bawaslu mellakukan
belrbagai kelgiatan yang dilakukan
delngan tujuan melmbangun
kelsadaran masyarakat agar ikut selrta
belrpartisipasi dalam hal pelngawasan
untuk melncelgah monely politic saat
pilkada belrlangsung. Pada saat
mellakukan pelncelgahan, Bawaslu
belrtugas melngidelntifikasi dan
melmeltakan potelnsi kelrawanan selrta
pellanggaran pada saat tahapan
pelmilihan agar bawaslu dapat
melngeltahui zona mana saja yang
belrpotelnsi selrta dianggap rawan
telrjadinya telrjadinya praktik politik
uang. Bawalu juga tidak belkelrja
selndirian, dalam melnciptakan
pelmilihan yang adil Bawaslu belkelrja
sama delngan kelpolisian dan
keljaksaan mellalui selntra gakkumdu
guna melnindak seltiap dugaan
pellanggaran pidana pelmilihan selpelrti
politik uang, mellalui pelnindakan
yang dilakukan olelh gakkumdu
diharapkan mampu melmbelrikan elfelk
jelra telrhadap pellaku politik uang
selhingga melmunculkan rasa takut

https://journal.unram.ac.id/index.php/diskresi/article/view/5071
https://journal.unram.ac.id/index.php/diskresi/article/view/5071
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kelpada masyarakat agar tidak
mellakukan pelrbuatan mellanggar
telrselbut.
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